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Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami 

ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia 
Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul Pembangunan Politik telah 
selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat 
memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa 
saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang “Pembangunan 
Politik” 

Buku ini merupakan wujud perhatian penulis terhadap Pembangunan 
Politik. Kata pembangunan mungkin saja sangat akrab di telinga kita. 
Secara umum kata ini diartikan sebagai usaha untuk mewujudkan 
kemajuan hidup berbangsa. Namun, dalam sebagian besar masyarakat, 
pembangunan selalu diartikan sebagai manifestasi fisik, (Kartono & 
Nurcholis, n.d.). Huntington dalam (Haridison, 2013) menekankan bahwa 
pembangunan politik bukanlah fenomena yang terisolasi, tetapi memiliki 
beberapa dimensi. Menurutnya, pengertian pembangunan politik dapat 
dilihat secara geografis, derivatif, teleologis dan fungsional. (1) Geografis 
berarti bahwa perubahan politik telah terjadi di negara berkembang 
menggunakan konsep dan metode yang digunakan oleh negara maju. 
Tentu saja fenomena ini mempengaruhi kapasitas dan ketidakstabilan 
sistem politik. (2) turunan berarti bahwa pembangunan politik adalah 
bagian dan konsekuensi politik dari proses perubahan umum, yaitu 
konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, peningkatan 
pendidikan, media dan banyak lagi. (3) Tujuan politik dipahami sebagai 
proses perubahan menuju tujuan tertentu dari sistem politik seperti 
stabilitas politik, integrasi politik, demokrasi, penegakan hukum, 
pemerintahan yang baik, dll. (4) Proses perubahan menuju sistem politik 
ideal yang ingin dikembangkan oleh negara sudah berjalan. 

Objek formal pembangunan politik terletak pada berfungsinya sistem 
politik itu sendiri. Berfungsinya sistem politik mempengaruhi dinamika dan 
mobilisasi kekuasaan. Dengan satu syarat, jika sistem politik dapat 
disesuaikan dengan tujuan politik individu atau kelompok, maka sistem itu 
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akan terbentuk. Sebaliknya, ketika sistem politik tidak lagi mampu 
memberikan apa yang diinginkannya, stabilitasnya akan dipertanyakan. 
Akibatnya, setiap individu dan kelompok kepentingan mendekonstruksi 
sistem politik dan berubah. Pembangunan politik selalu berarti perubahan, 
bukan sebaliknya. Memang di satu sisi perubahan diperlukan untuk 
pembangunan, namun di sisi lain perubahan juga dapat menghambat 
pembangunan, padahal pengaruh perubahan sosial dapat merangsang 
pembangunan. Dialektika antara pembangunan dan perubahan sosial 
selalu ambigu dan dapat menjadi bahan diskusi lebih lanjut. 

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat 
beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah 
menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya kesempurnaan 
hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati 
secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para 
pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian 
dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan 
karya selanjutnya di masa yang akan datang. 

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak 
yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses 
penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di 
hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak 
dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan 
di Indonesia. 
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PENGERTIAN PEMBANGUNAN  
POLITIK DAN URGENSINYA 

 

A. PENDAHULUAN   
Kata pembangunan mungkin saja sangat akrab di telinga kita. Secara 

umum kata ini diartikan sebagai usaha untuk mewujudkan kemajuan 
hidup berbangsa. Namun, dalam sebagian besar masyarakat, 
pembangunan selalu diartikan sebagai manifestasi fisik, (Kartono & 
Nurcholis, n.d.). Persoalan minimnya pengetahuan atas ruang lingkup 
suatu ilmu atau kajian tertentu kadang kala berujung pada blunder dalam 
penerapan ilmu tersebut ketika dihadapkan dengan persoalan real yang 
ada di masyarakat. Apalagi dalam debat pembangunan, batasnya sangat 
luas, oleh karena itu para ahli berusaha menyempurnakan penelitian 
pembangunan menjadi sub-studi yang spesifik, khususnya penelitian 
tentang pembangunan politik, (Haridison, 2013). 

Pembangunan merupakan topik penting yang terus diperdebatkan, 
baik di negara terbelakang maupun di negara berkembang dan maju. 
Meskipun konteks yang dibahas dan metode yang digunakan berbeda-
beda, pada prinsipnya ada satu tujuan yang diharapkan dari semuanya, 
dan itu adalah untuk memindahkan negara mereka dari keadaan 
aktualnya saat ini ke keadaan yang dianggap sebagai keadaan normatif 
yang lebih baik, (Hasanah & Musyafak, 2017). 

Huntington dalam (Haridison, 2013) menekankan bahwa 
pembangunan politik bukanlah fenomena yang terisolasi, tetapi memiliki 
beberapa dimensi. Menurutnya, pengertian pembangunan politik dapat 
dilihat secara geografis, derivatif, teleologis dan fungsional. (1) Geografis 
berarti bahwa perubahan politik telah terjadi di negara berkembang 
menggunakan konsep dan metode yang digunakan oleh negara maju. 
Tentu saja fenomena ini mempengaruhi kapasitas dan ketidakstabilan 
sistem politik. (2) turunan berarti bahwa pembangunan politik adalah 
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PERSOALAN-PERSOALAN PEMBANGUNAN POLITIK 

 

A. PENDAHULUAN 
Pemikiran tentang kebutuhan suatu pembangunan politik yang sesuai 

dengan keperluan zaman dengan berbagai persoalannya dibicarakan 
dalam berbagai forum dan kalangan pejabat sipil militer, media massa, 
dunia perguruan tinggi, lembaga-lembaga penelitian bahkan dikalangan 
pengusaha 

Menelisik bagaimana perubahan-perubahan politik yang telah 
dijalankan oleh para elit politik Indonesia sejak merdeka hingga saat ini, 
terlihat adanya interaksi antara faktor-faktor historis, politik, sosial, 
filosofis, ideologis, institusional, hingga ekonomi. Proses transformasi 
diperlihatkan kepada kita bagaimana faktor-faktor di atas membentuk 
struktur dan perilaku politik pada masing-masing era. Jika dielaborasi lebih 
lanjut, kita dapat mengidentifikasi faktor-faktor di atas pada setiap era 
termasuk perbedaan diantaranya tingkat perkembangannya.  

Konteks sosial, ekonomi, dan historis yang mewarnai perubahan 
politik juga menunjukkan perbedaan signifikan dibandingkan pada era-era 
sebelumnya. Gagasan demokrasi dan otonomi menjadi landasan 
dilakukannya perubahan politik pada era reformasi yang berupaya 
menggeser developmentalisme sebagai gagasan utama pada awal Orde 
Baru merupakan bagian landasan filosofis dan ideologis yang 
memengaruhi perubahan tersebut. Partisipasi politik masyarakat dalam 
mempengaruhi kebijakan dan budaya politik membantu mewujudkan 
sebuah tujuan negara, keberhasilan sebuah negara tidak terlepas dari 
partisipasi politik masyarakat bahwa pada dasarnya manusia adalah zoon 
politicon. 

Perubahan politik yang terjadi juga disandingkan dengan komunikasi 
politik berkaitan dengan kekuasaan, kebijakan pemerintah serta 
pemerintahan. Komunikasi yang melibatkan pesan politik para aktor 
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BANGSA DAN NEGARA 

 

A. PENDAHULUAN 
Materi ini membahas tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan 

bangsa dan negara serta yang menjadi perbedaan antara bangsa dan 
negara 

 

B. NEGARA  
1. Pengertian Negara 

Secara etimologis, negara berasal dari kata staat (Belanda dan jerman), 
state (Inggris), eta (Perancis), satuts/satatuum (Latin), yang diartikan 
merupakan meletakkan dalam keadaan berdiri, menempatkan atau 
membuat berdiri.  Sedangkan pengertian negara menurut Kamus Besar 
Bahasa Indonesia (KBBI) negara memiliki dua pengertian. Pertama negara 
diartikan sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai 
kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Pengertian kedua, 
negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah 
tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang 
efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak 
menentukan tujuan nasionalnya. 

Definisi Negara dari para ahli: 
1) Roger H. Soltau 

Negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang 
mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas 
nama masyarakat. 

2) Harold J. Laski 
Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena 
mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah 
lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian 
dari masyarakat itu. Sedangkan masyarakat adalah suatu kelompok 

BAB 3 



 

58 | Pembangunan Politik 

DAFTAR PUSTAKA 
 

Djuyandi, Yusa. (2017). Pengantar Ilmu Politik. Jakarta: Rajawali Pers 
Tundjung Herning, (2020). Hukum tata negara.  Jakarta: Konstitusi Press. 
Ni’matul Huda, (2015). Ilmu Negara, cetakan ke-7. Jakarta: Rajawali Pers 
Ketut Sudiatmaka, Ni ketut. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: 

Rajawali Pers.  
 

  



 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

PEMBANGUNAN POLITIK 

BAB 4: KEBIJAKAN PUBLIK DAN 

PEMBANGUNAN EKONOMI 

 

 

 
Helin Garlinia Yudawisastra, S.E., M.Si 

Universitas Muhammadiyah Bandung   



 

60 | Pembangunan Politik 

 
 
KEBIJAKAN PUBLIK DAN PEMBANGUNAN EKONOMI 

 
We need to revise our economic thinking to give full value to our 

natural resources. This revised economics will stabilize both the theory and 
the practice of free-market capitalism.  It will provide business and public 
policy with a powerful new tool for economic development, profitability, 

and the promotion of the public good - Paul Hawken 
 

A. PENDAHULUAN 
Setiap negara dalam menjalankan sistem pemerintahannya terikat 

dengan sebuah sistem pemerintahan yang disebut dengan kebijakan 
publik. Kehadiran kebijakan publik sangat dibutuhkan dan memengaruhi 
sendi-sendi kehidupan masyarakat.  Banyak negara dalam   menerapkan 
kebijakan publik dalam berbagai aspek salah satunya adalah aspek 
ekonomi. Hal ini tidak terkecuali dalam aspek pembangun misalnya 
terdapat berbagai masalah yang membutuhkan respon dan penanganan 
pemerintah dalam wujud kebijakan publik.  Pemerintah terus menjalankan 
berbagai kebijakan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi, menangani 
ketimpangan wilayah, serta mendorong pembangunan dan pertumbuhan 
ekonomi nasional untuk saat ini dan masa depan.  

 

B. PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK 
Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dimaksudkan 

untuk mengatasi permasalahan tertentu, melakukan kegiatan dan atau 
untuk   mencapai   tujuan   tertentu   yang   dilakukan   oleh   instansi   
yang berwenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan 
dan pembangunan dalam suatu kebijakan tertentu (Nopralia in Suandi, 
Suandi, et al., 2022). Berikut dalam tabel dibawah ini tersaji berbagai 
definisi dari kebijakan publik menurut beberapa pakar.  
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BUDAYA POLITIK DAN ISU IDENTITAS 

 

A. PENDAHULUAN   
Politik merupakan upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang 

dikehendaki. Namun banyak pula yang beranggapan bahwa, politik tidak 
hanya berkisar di arena kekuasaan negara atau tindakan-tindakan yang 
dilaksanakan oleh penguasa negara. Dalam beberapa aspek kehidupan, 
manusia sering melakukan tindakan politik seperti, politik dagang, budaya, 
sosial, maupun dalam aspek kehidupan lainnya. Demikianlah politik selalu 
menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat dan bukan tujuan 
pribadi seseorang. Politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok, 
termasuk partai politik dan kegiatan-kegiatan perseorangan (Efriza dan 
Indrawan, 2018).  

Pada negara mana pun di dunia, termasuk di Indonesia politik selalu 
bersentuhan dengan kekuasaan. Politik dan kekuasaan ibarat dua sisi mata 
uang yang saling berhampiran dan tidak terpisahkan satu sama lain. 
Keduanya juga bersentuhan dengan aspek kehidupan manusia yang 
lainnya antara lain ekonomi, sosial, dan budaya. Gejala sosial dijumpai 
pada hubungan sosial atau interaksi sosial, di mana perilaku individu 
dipengaruhi oleh individu lain, dan perilaku sekelompok orang dipengaruhi 
oleh perilaku sekelompok kecil orang lain. Bentuk dari pengaruh tersebut 
berwujud pada sikap menurut apa yang menjadi kehendak pihak yang 
mempengaruhi. Artinya, sikap dan perilaku pihak yang terpengaruhi 
sangat ditentukan oleh pihak yang memengaruhi. Interaksi sosial yang 
berbentuk hubungan saling mendominasi perilaku antar pihak yang 
terlibat dalam interaksi tersebut akan melahirkan sistem kekuasaan. 
Dengan demikian, pihak yang memiliki kekuatan memengaruhi pihak lain. 
Hal ini berarti mereka yang memengaruhi telah memiliki kekuasaan 
(Setiadi dan Kolip, 2015).  
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MODERNISASI DAN INDUSTRIALISASI  
TERHADAP PEMBANGUNAN POLITIK 

 

A. PENDAHULUAN 
Pandangan bahwa pembangunan politik merupakan kehidupan politik 

yang khas dan ideal dari masyarakat industri berhubungan erat dengan 
pandangan bahwa pembangunan politik identik dengan modernisasi 
politik. Negara-negara industri maju adalah pencipta mode dan pelopor 
dalam hampir setiap kehidupan sosial dan ekonomi sehingga wajarlah bila 
banyak orang mengharapkan bahwa hal seperti itu juga terjadi dalam 
dunia politik. Tetapi penerimaan yang terlalu mudah atas pandangan 
seperti ini justru mengundang tantangan dari golongan yang 
mempertahankan relativisme kebudayaan, yang mempermasalahkan 
kebenaran dari identifikasi ciri-ciri masyarakat industri (Barat) yang dipakai 
sebagai standard universal dan modern bagi setiap sistem politik. 
Meskipun demikian, dalam perkembangan sejarah dunia memang bisa 
ditelusuri pertumbuhan kebiasaan-kebiasaan maupun norma-norma sosial 
yang telah menyebar luas ke seluruh pelosok dunia dan oleh masyarakat 
pada umumnya diakui harus diterima oleh setiap pemerintahan yang ingin 
dihargai. Banyak dari standar-standar tadi memang berasal dari 
pertumbuhan masyarakat industri dan perkembangan ilmu dan teknologi, 
namun sebagian besar kini sudah memiliki dinamikanya sendiri. Partisipasi 
massa, misalnya, tidak hanya mencerminkan kenyataan-kenyataan 
sosiologis kehidupan masyarakat industri, tetapi telah juga dipandang 
sebagai hak mutlak dalam semangat zaman masa kini. Prinsip-prinsip lain 
seperti tuntutan akan hukum yang berlaku umum, penghormatan atas 
kemampuan daripada keturunan dan konsep-konsep umum mengenai 
keadilan dan kewarganegaraan, sekarang nampaknya memperoleh 
penghargaan yang cukup tinggi dalam setiap kebudayaan sehingga cukup 
beralasan untuk disebut sebagai standar yang umum bagi kehidupan 
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PEMBANGUNAN POLITIK DAN GLOBALISASI 

 

A. KONSEP PEMBANGUNAN POLITIK 
Konsep pembangunan menjadi sebuah kosakata yang melekat dalam 

kajian sosial-politik, utamanya Ketika memperbincangkan proses 
perkembangan sebuah negara, sebuah negara akan memiliki kesan positif 
Ketika mampu menerjemahkan pembangunan dalam capaian yang diakui 
oleh berbagai pihak, utamanya Lembaga-lembaga pembangunan 
internasional. 

Istilah pembangunan sangat lekat dengan kata perkembangan. Sebuah 
negara dikatakan berhasil dalam melakukan pembangunan tatkala negara 
tersebut mampu menunjukkan perkembangan kehidupan yang lebih baik. 
Pendefinisian pembangunan sebagai sebuah proses perkembangan 
tidaklah hadir serta merta. Istilah pembangunan yang dikaitkan dengan 
perkembangan sebuah negara sejatinya belum terlalu lama muncuk. 
Lacakan awal menunjukkan bahwa pembangunan sebagai wujud 
perkembangan sebuah negara muncul pada tahun 1940an (Purnomo et al. 
2017). Konstruksi tentang arah perkembangan yang perlu dikejar oleh 
negara-negara di dunia disusun dan disebarkan oleh negara maju, 
utamanya Amerika Serikat. 

Pembangunan politik merupakan suatu upaya untuk memahami 
perubahan sosial politik yang terjadi di negara-negara berkembang 
dengan asumsi bahwa negara yang sedang berkembang masih mengalami 
instabilitas politik yang mempengaruhi kapasitas sistem politik. 
Pembangunan politik identik dengan modernisasi yang erat kaitannya 
dengan perubahan secara menyeluruh terhadap berbagai apek seperti 
ekonomi, urbanisasi, pendidikan dan lain sebagainya.  

Pembangunan politik dapat dilihat sebagai implikasi politik dari 
pembangunan yang sasarannya antara lain mengembangkan kapasitas-
kapasitas sistem politik sehingga mampu memelihara dirinya.  Selanjutnya 
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INTEGRASI NASIONAL 

 

A. PENGERTIAN INTEGRASI NASIONAL 
Integrasi berasal dari kata integrare yang artinya memberi tempat bagi 

suatu keseluruhan. Kata integritas itu sendiri diartikan sebagai suatu 
keutuhan atau kebulatan. Sehingga istilah integrasi berarti membuat 
unsur-unsur tertentu menjadi suatu kesatuan yang bulat dan utuh. 
Integrasi Nasional adalah merupakan proses penyatuan berbagai 
perbedaan yang ada pada masyarakat sehingga menjadi selaras dalam 
sebuah bangsa. Perbedaan tersebut meliputi suku, budaya, bahasa, ras, 
agama dan faktor kebangsaan lain.  

Myron Weiner dalam Juhardi (Agus 2016) memberikan lima definisi 
mengenai integrasi yaitu: 
a. Integrasi menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok 

budaya dan sosial dalam satu wilayah dan proses pembentukan 
identitas nasional, membangun rasa kebangsaan dengan cara 
menghapus kesetiaan pada ikatan-ikatan yang lebih sempit.  

b. Integrasi menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan 
nasional pusat atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang 
beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat 
tertentu. 

c. Integrasi menunjuk pada masalah menghubungkan antara pemerintah 
dengan yang diperintah. Mendekatkan perbedaan-perbedaan 
mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa.  

d. Integrasi menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi 
dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. 
 
Integrasi nasional menjadi hal yang penting bagi negara yang memiliki 

beragam suku, ras dan agama seperti Indonesia. Menurut Saffroedin 
Bahar, integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur bangsa 
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HAK ASASI MANUSIA (HAM),  
DEMOKRASI, DAN DEMOKRATISASI 

 
Hak Asasi Manusia (HAM), demokrasi, dan demokrasi dalam suatu 

negara sangat diperlukan dan dibutuhkan. Demokrasi saat ini menjadi 
tujuan bagi suatu negara walaupun demokrasi masih perlu proses yang 
panjang dalam setiap eranya. Abad 21 saat ini apakah negara-negara yang 
menganut sistem demokrasi semakin demokratis? Atau justru sebaliknya 
semakin mundur?. Selain itu era saat ini dalam eranya Revolusi Industri 
4.0 sudah tentu perihal demokrasi menuju ke arah demokrasi digital 
dengan menggunakan media internet. Begitu juga dalam sistem demokrasi 
digital perihal HAM masih ada kaitannya. 

 

A. HAK ASASI MANUSIA (HAM) DAN SEJARAHNYA 
Hak Asasi Manusia (HAM) ada kaitannya dengan hukum internasional, 

dalam A. Patra M. Zen (2006) Peiter van Dijk menjelaskan bahwasanya 
HAM merupakan bagian dari hukum internasional, dan paling tidak 
dimulai dari pengakuan hukum humaniter (Zen., 2006). HAM dan manusia 
dalam dan untuk haknya sedikit sulit keduanya untuk dipisahkan, dari 
lahirnya manusia di muka bumi sudah memiliki dan membawa hak-haknya 
yang secara kodrat melekat dalam hidupnya. Terlepas dari tuntunan dan 
tuntutan dengan Tuhannya merupakan makhluk yang bebas. Mengutip 
dari pendapat Jean Jaquas Rousseau bahwasanya manusia dalam 
perjalanannya yang semakin berkembang dalam potensinya dan 
merasakan nilai-nilai kemanusiaan dalam suasana kebebasan alamiah 
kedepannya (Wilujeng, 2013). 

Pemaknaan HAM banyak sumber literatur yang menuliskan, dalam 
penulisannya memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda-beda, 
tetapi memiliki prinsip yang sama, diantaranya menurut Mariam Budiardjo 
dan Thomas Jefferson. Pendapat pertama menurut Mariam Budiardjo, 
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MASYARAKAT MADANI DAN PENDIDIKAN POLITIK 

 

A. PENDAHULUAN 
Perkembangan sistem demokrasi di Indonesia tidak lepas dari 

keterlibatan masyarakat dalam membangun sistem demokrasi. 
Keterlibatan masyarakat madani atau serin dikenal dengan civil society 
dalam proses transformasi demokrasi sangat menentukan keberhasilan 
suatu proses tidak jarang ditentukan oleh para elit pemegang kekuasaan. 
Fenomena adanya proses demokrasi yang berskala global dalam 
menjelaskan berbagai gerakan masyarakat madani dalam menuju 
perubahan sistem demokrasi banyak dikaji dan diteliti. Dalam 
perkembangan ilmu politik, wacana masyarakat sipil memiliki akar sejarah 
yang cukup panjang. Sejak Aristoteles, konsep tersebut menjadi 
perdebatan yang menarik di kalangan ilmuwan politik. Namun, istilah 
tersebut tampaknya mengambil nuansa yang berbeda pada tahap 
perkembangan sejarah tertentu. Misalnya, sebelum abad ke-18, 
masyarakat sipil pada umumnya didefinisikan dan dipahami dengan cara 
yang sama dengan negara, sehingga istilah masyarakat sipil dan negara 
sering digunakan secara bergantian untuk merujuk pada hal yang sama. 
Baru pada kuartal terakhir abad ke-18 istilah tersebut berubah artinya. 
Konsep masyarakat sipil dipahami sebagai entitas yang berhadapan 
dengan negara (Asfar, 2001). 

Keterbatasan ruang dan peran aktor masyarakat sipil dalam 
memajukan agenda perubahan yang lebih humanis telah mengubah pola 
gerakan yang diinginkan oleh para aktivis sosial. Semula, gerakan ekstra-
parlementer merupakan keputusan aktor-aktor masyarakat sipil. Namun 
baru-baru ini, para aktor masyarakat sipil menyadari bahwa salah satu 
ketidakefektifan gerakan tersebut berasal dari pembatasan masyarakat 
sipil sebagai kelompok kepentingan daripada kelompok pembuat 
keputusan legislatif (Perdana, 2009). Keterlibatan masyarakat madani atau 
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GOOD GOVERNANCE DAN BIROKRASI 

 

A. PENDAHULUAN  
Tata kelola pemerintahan yang good governance telah lama 

dikampanyekan di Indonesia sejak 1998, kampanye semakin gencar 
dilakukan seiring dengan munculnya gerakan reformasi pada tahun 
tersebut. Hal tersebut tidak terlepas dari makin buruknya kinerja birokrasi 
dan maraknya korupsi berdampak pada pelayanan yang tidak professional, 
tidak efektif dan tidak efisien. Selain itu birokrasi Indonesia juga masih 
tidak rasional dimana gemuk kaya akan lapisan struktural, namun miskin 
fungsi kontribusional, tidak netral dan tidak transparan. Hal-hal seperti ini 
menjadi kendala serius bagi birokrasi yang semestinya lebih progresif 
dalam merespon perubahan kebutuhan dan keinginan masyarakat (Zuhro, 
2016). 

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara 
dengan tuntutan mewujudkan administrasi negara yang mampu 
mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi 
penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan, dengan 
mempraktikkan prinsip-prinsip good governance. 

Pemerintahan yang bersih dan baik sangat diinginkan oleh setiap 
warga negara khususnya negara Indonesia, agar masalah dalam urusan 
tata kelola industri di Indonesia dapat terselesaikan dengan baik. Negara 
Indonesia sudah menerapkan konsep good governance atau tata kelola 
pemerintahan yang baik. Menurut Undang - Undang No. 30 Tahun 2014, 
hukum ini menjadi dasar dalam menyelenggarakan suatu kegiatan yang 
bertujuan untuk meningkatkan pemerintahan yang baik dalam upaya 
mencegah praktik kolusi, korupsi dan nepotisme. Oleh karena itu, 
berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 harus mampu menciptakan 
pemerintah yang transparan, efisien dan birokrasi yang semakin baik. 
Menurut Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (2006), 
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MOBILITAS SOSIAL DAN EKONOMI  
TERHADAP PELEMBAGAAN SISTEM POLITIK 

 

A. PENDAHULUAN 
Perkembangan pada negara-negara di belahan dunia yang 

menunjukkan pergerakan ekonomi dan pergeseran social sudah sangat 
mengglobal, salah satunya negara Indonesia. Pergeseran sosial dan 
pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh negara Indonesia sejak awal 
kemerdekaan, masa orde lama dan era orde baru. Perubahan politik yang 
sangat signifikan dialami Indonesia sejak era reformasi memberi pengaruh 
pada kehidupan demokrasi dan pergerakan ekonomi lebih terbuka. 
Penggalian potensi-potensi yang ada secara fisik maupun non fisik lebih 
terbuka dan memberi arah kepada kehidupan masyarakat. Pertumbuhan 
ekonomi memberi kesempatan kepada kehidupan social dan 
membangkitkan mobilitas sosial. Perekonomian Indonesia mengalami 
kenaikan yaitu faktor eksport dan import. Pertumbuhan ekonomi yang 
menjadi salah satu factor menempatkan negara Indonesia pada jajaran 
ekonomi dunia dalam kelompok negara G-20. Tentu, hal ini juga di ikuti 
oleh pergerakan social dan hal ini bukan tidak juga menimbulkan 
beberapa permasalahan. Namun, konsekuensi dari hal tersebut 
menjadikan perubahan pada berbagai kebijakan dan perubahan 
perlembagaan system politik yang ada. Pembangunan ekonomi tidak 
hanya memandang dari sisi kuantitasnya saja, tetapi turut memperhatikan 
pemerataan pembangunan. Pembangunan ekonomi tidak hanya 
mengedepankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi semata. 
Penekanannya turut diikuti dengan pembangunan bidang lainnya yang 
memengaruhi perbaikan taraf hidup masyarakat. Sehingga pembangunan 
ekonomi tak melahirkan berbagai masalah sosial. 
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